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Abstrak 

Upaya keras dalam penegakan undang–undang cukai, sanksi pidana digunakan 
sebagai alat untuk memberikan daya paksa yang maksimal bagi masyarakat wajib 
cukai. Namun sejatinya ketentuan pidana adalah upaya terakhir manakala sanksi– 
sanksi andministrasi tidak lagi bekerja secara optimal. Penelitian ini menggunakan 
Metode Penelitian hukum normatif. Suatu pelanggaran untuk dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana tidak lepas dari legalitas dari subyek hukum yaitu pengusaha 

   BKC maupun obyek hukum yaitu BKC dan Pita Cukai. Bilamana salah satu dari 

Kata kunci: 
Ultimum Remidium, Tindak Pidana 
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subyek hukum atau obyek hukum bersifat ilegal, maka pelanggaran yang dilaku- 
kannya tersebut adalah suatu bentuk tindak pidana. Disamping itu, suatu perbuatan 
dapat dipidana berdasarkan undang-undang Cukai apabila memenuhi kriteria seba- 

   gai berikut: dirumuskan secara tegas dan jelas sebagai pelanggaran, secara nyata 
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menimbulkan kerugian negara, dan merupakan perbuatan yang berulang, atau 
kerugian negara yang ditimbulkan tidak dapat diperbaiki. Penerapan asas ultimum 
remidium dalam penegakan hukum di bidang cukai perlu menggunakan teori resto- 
rative justice untuk merestorasi kerugian negara yang ditimbulkan oleh para pelaku 
tindak pidana di bidang cukai, dan teori social cost untuk memberikan tambahan 
biaya dan resiko yang ditanggung oleh para pelaku kejahatan agar mereka mengu- 
rungkan niat melakukan kejahatan. 

 
Abstract 

Strict efforts in enforcing excise laws, criminal sanctions are used as a tool to pro- 
vide maximum forced power for the excise duty community. But the truth is that 
criminal provisions are the last resort when administrative sanctions no longer 
work optimally. This study uses normative legal research methods. An offense to be 
categorized as a criminal offense cannot be separated from the legality of the legal 
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subject, namely the BKC businessman and the legal object, namely the BKC and the Excise 
Band. If one of the legal subjects or legal object is illegal, then the violation committed is a form 
of criminal offense. In addition, an act can be convicted under the Customs law if it meets the 
following criteria: explicitly and clearly formulated as a violation, significantly causing state 
losses, and is a recurring act, or state losses incurred cannot be repaired. The application of the 
principle of ultimum remidium in law enforcement in the excise sector needs to use the theory 
of restorative justice to restore state losses caused by criminal offenders in the excise field, and 
social cost theory to provide additional costs and risks for criminals to dissuade them commit 
crime. 

 

1. Latar Belakang 

Undang–Undang Cukai dapat ditemukan dua 

instrumen untuk penegakan hukumnya meliputi 

pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan 

merupakan langkah preventif dan penerapan 

sanksi sebagai langkah represif untuk memaksakan 

kepatuhan (Ridwan, 2014). Sebagai Undang–Undang 

fiskal, maka fungsi utama dari penerapan Undang– 

Undang Cukai adalah bagaimana membuat para 

wajib pajak atau wajib Cukai mematuhi segala kete- 

ntuan yang diatur dan melaksanakan kewajiban 

melalui pembayaran Cukai guna tercapainya pene- 

rimaan Negara yang maksimal. 

Melihat bahwa begitu pentingnya penerima- 

an Negara dari sector penerimaan Cukai dalam 

rangka menggerakkan perekonomian, maka 

sebagai upaya keras dalam penegakan Undang– 

Undang Cukai, maka sanksi pidana digunakan un- 

tuk memberikan daya paksa yang maksimal bagi 

masyarakat wajib Cukai. Namun sejatinya ketentu- 

an pidana yang ada didalam Undang–Undang 

Cukai adalah jalan terakhir yang digunakan untuk 

memaksakan kepatuhan manakala sanksi–sanksi 

andministrasi tidak lagi bekerja secara optimal. 

Melihat fenomena yang terjadi dalam Praktik 

penerapan sanksi dalam Undang–Undang Cukai, 

dimana sanksi pidana dan sanksi administrasi ber- 

diri secara sejajar, padahal seharusnya penerapan 

sanksi pidana harus mengacu pada asas Ultimum 

Remidium maka penulis berkeyakinan bahwa perlu 

suatu penelitian yang dapat memberikan jawaban 

atas persoalan–persoalan diatas. 

Permasalahan-permasalahan yang perlu 

mendapatkan jawaban melalui penelitian ini adalah 

apa kriteria–kriteria perbuatan yang dapat diberi 

sanksi administrasi dan sanksi pidana dan bagai- 

mana menerapkan asasultimum remidium dalam 

penegakan hukum di bidang Cukai. Adapun metode 

penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum 

normatif yaitu jenis penelitian yang digunakan un- 

tuk menemukan dan mengumpulkan serta meng- 

olah bahan hukum. Jenis penelitian ini digunakan 

dengan maksud melakukan analisis terhadap ke- 

tentuan-ketentuan pidana dalam Undang–Undang 

Cukai, bagaimana ketentuan–ketentuan itu dijiwai 

oleh asas ultimum remidium, bagaimana mela- 

kukan pembaharuan terhadap ketentuan–keten- 

tuan pidana dalam Undang–Undang Cukai dengan 

menentukan kriteria–kriteria perbuatan yang dapat 

diberi sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

 
2. Metode 

Jenis penelitian dalamlmenggunakan pene- 

litian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah 

kaidah hukum normatif yang dilihat dari segi pe- 

nerapannya. Penelitian normatif-empiris ini dilaku- 

kan untuk mencermati bagaimana ketentuan–ke- 

tentuan itu dijiwai oleh asas ultimum remidium, 

bagaimana melakukan pembaharuan terhadap 
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ketentuan–ketentuan pidana dalam Undang– 

Undang Cukai dengan menentukan kriteria–kri- 

teria perbuatan yang dapat diberi sanksi adminis- 

trasi dan sanksi pidana. 

Dengan mempertimbangkan perspektif yang 

digunakan dalam mengkaji penerapan asas ulti- 

mum remidium dalam penegakan hukum pidana 

di bidang cukai pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif-empiris dengan studi 

kasus hukum (judicial case study). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis karena berpijak 

pada ketentuan-ketentuan hukum di bidang cukai 

nasional sebagai dasar normatif, sedangkan pen- 

dekatan unsur empiris, karena dalam penelitian 

ini melakukan peninjauan pelaksanaan ketentuan 

yuridis tersebut, termasuk mengkaji beberapa hal 

yang berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan hu- 

kum yang berlaku di masyarakat di telaah dari 

sisi empiris. 

 
3. Pembahasan 

Undang–Undang Cukai, telah diatur 

mengenai perbuatan–perbuatan yang dikategori- 

kan sebagai pelanggaran administrasi maupun per- 

buatan–perbuatan yang dikategorikan sebagai tin- 

dak pidana. Secara umum, pelanggaran dalam 

Undang–Undang Cukai digolongkan sebagai Mala 

prohibita atau malum prohibitum, yang berarti bahwa 

perbuatan tersebut tergolong sebagai kejahatan ka- 

rena diatur demikian oleh Undang-Undang. Seba- 

gai Mala prohibita, maka perbuatan tersebut harus 

dirumuskan secara jelas dalam Undang–Undang 

agar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat 

luas. 

Ada dua aspek penting yang dapat diguna- 

kan sebagai penentu ketika melakukan penggo- 

longan suatu tindakan atau perbuatan sebagai pe- 

langgaran administrasi atau tindak pidana. Kedua 

hal tersebut adalah legalitas dari subyek hukum 

dalam hal ini pelaku usaha atau yang diatur dalam 

Undang–Undang Cukai adalah pengusaha BKC 

(barang kena cukai) dan obyek hukum yaitu BKC 

(barang kena cukai) dan Pita Cukai itu sendiri 

sebagai tanda pelunasan Cukai. Dalam rumusan 

pasal yang mengatur pelanggaran administrasi, 

subyek hukumnya adalah pengusaha BKC (barang 

kena cukai) sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 

(1) Undang–Undang Cukai dengan obyek hukum- 

nya berupa BKC (barang kena cukai) dan Pita Cukai 

atau tanda pelunasan lainnya sebagaimana diatur 

dalam pasal 29 Undang–Undang Cukai. Sedangkan 

dalam rumusan pasal yang mengatur tentang tin- 

dak pidana, subyek hukumnya adalah setiap orang 

yang berarti tidak hanya terbatas pada pengusaha 

BKC (barang kena cukai) dengan obyek hukum 

berupa BKC (barang kena cukai) dan Pita Cukai 

atau tanda pelunasan Cukai lainnya. Hubungan 

antara subyek hukum dan obyek hukum dapat dije- 

laskan bahwa apabila salah satu dari subyek hukum 

atau obyek hukum bersifat ilegal yaitu tidak me- 

menuhi syarat legalitas (perijinan) sesuai pasal 14 

ayat (1) Undang–Undang Cukai atau tidak meme- 

nuhi kewajiban pelunasan Cukai sebagaimana di- 

atur dalam pasal 29 Undang–Undang Cukai maka 

pelanggaran yang dilakukan tersebut adalah suatu 

bentuk tindak pidana. 

Pelanggaran Administrasi pada prinsipnya 

adalah bentuk pelanggaran terkait dengan formali- 

tas atau prosedural, dimana secara prinsip kewa- 

jiban Cukai telah dipenuhi atau dalam proses pe- 

menuhan kewajiban, tetapi belum atau kurang da- 

lam memenuhi syarat formal atau prosedural ter- 

kait penggunaan fasilitas Cukai, pelaporan, pem- 

bukuan, pencatatan, pengeluaran, pemasukan dan 

pengangkutan. Sedangkan tindak pidana adalah 

bentuk pelanggaran yang bersifat materiil yaitu 

terkait dengan legalitas dari Cukai itu sendiri. Arti- 

nya suatu perbuatan yang semata–mata dilakukan 

untuk menghindari pembayaran Cukai dengan 

cara atau dalih apapun yang pada akhirnya menye- 

babkan tidak terpungutnya Cukai yang menim- 

bulkan kerugian Negara. 

Apabila ditelaah secara mendalam, dapat di- 

temukan bahwa diantara pasal-pasal yang mengatur 

tentang pelanggaran administrasi dan pasal–pasal 
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yang mengatur tentang tindak pidana memiliki 

keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. Per- 

buatan–perbuatan yang di kategorikan sebagai 

pelanggaran administrasi di satu sisi adalah juga 

perbuatan–perbuatan yang digolongkan sebagai 

tindak pidana di sisi lain. Sebagai contoh Rumusan 

pasal 50 Undang–Undang Cukai menyatakan: 

“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagai- 

mana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan ke- 

giatan pabrik, tempat penyimpanan, atau meng- 

impor BKC (barang kena cukai) dengan maksud 

mengelakkan pembayaran Cukai dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 

sedikit 2 (dua) kali nilai Cukai dan paling banyak 

10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya 

dibayar”. 

Rumusan pasal ini memiliki kesamaan apa- 

bila dibandingkan dengan rumusan pasal 14 ayat 

(7) Undang–Undang Cukai yang menyatakan: 

“Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai- 

mana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin 

dikenai sanksi administrasi berupa denda paling 

sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah). 

Dalam rumusan kedua pasal ini, subyek 

hukumnya secara sama melakukan kegiatan seba- 

gai pengusaha BKC (barang kena cukai) dengan 

tidak memiliki ijin, tetapi dikategorikan secara ber- 

beda oleh karena pada pasal 50 Undang–Undang 

Cukai terdapat rumusan dengan maksud menge- 

lakkan Cukai. Bilamana dicermati dengan seksama, 

rumusan dalam pasal 14 ayat (7) Undang–Undang 

Cukai yang mengatur tentang pengenaan sanksi 

administrasi berupa denda paling sedikit Rp 

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

memberikan makna bahwa pelanggaran tersebut 

dimungkinkan terjadi secara berulang kali, se- 

hingga dapat dipastikan bahwa pengulangan per- 

buatan berarti juga terdapat maksud dari pelang- 

gar untuk mengelakkan Cukai atau menghindari 

untuk tidak membayar Cukai. 

Apabila mens rea dijadikan sebagai param- 

eter, maka pelanggaran yang diatur pasal 14 ayat 

(7) Undang–Undang Cukai tidak seharusnya dika- 

tegorikan sebagai pelanggaran administrasi bila- 

mana pelanggaran tersebut adalah pelanggaran 

yang berulang, atau tindak pidana yang diatur da- 

lam pasal 50 Undang–Undang Cukai tidak semes- 

tinya dikategorikan sebagai tindak pidana, jikalau 

tindak pidana tersebut dilakukan untuk pertama 

kalinya. 

Rumusan pasal 52 Undang–Undang Cukai 

yang menyatakan: “pengusaha pabrik atau peng- 

usaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan 

Barang Kena Cukai dari pabrik atau tempat penyim- 

panan tanpa mengindahkan ketentuan sebagai- 

mana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan 

maksud mengelakkan pembayaran Cukai dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 

paling sedikit 2 (dua) kali nilai Cukai dan paling 

banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharus- 

nya dibayar”. 

Rumusan pasal ini, serupa dengan rumusan 

pasal 25 ayat (4) yang menyatakan: “pengusaha 

pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang 

mengeluarkan Barang Kena Cukai dari pabrik atau 

tempat penyimpanan, yang tidak melaksanakan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 

2 (dua) kali nilai Cukai dari Barang Kena Cukai 

yang dikeluarkan”. 

Hal yang membedakan rumusan pada kedua 

pasal tersebut adalah pada rumusan kata dengan 

maksud mengelakkan Cukai. Untuk mendefinisi- 

kan makna dari kata dengan maksud mengelakkan 

Cukai tersebut, bukanlah hal yang mudah. Perlu 

diberikan parameter–parameter yang jelas agar da- 

lam penegakannya tidak terjadi diskriminasi ka- 

rena semata–mata tergantung pada pemahaman 

penegak hukum. 
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Rumusan pasal 53 Undang–Undang Cukai 

menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja 

memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, 

dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, cat- 

atan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pem- 

bukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta 

surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang 

Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 

(1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda pal- 

ing sedikit Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh juta rupiah)”. 

Rumusan pasal ini dapat bandingkan dengan 

rumusan pasal 36 ayat (2) Undang–Undang Cukai 

yang menyatakan: “Pengusaha pabrik, pengusaha 

tempat penyimpanan, importir Barang Kena Cukai, 

penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, 

pengguna Barang Kena Cukai yang mendapatkan 

fasilitas pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan peme- 

riksaan, yang tidak menyediakan tenaga atau per- 

alatan atau tidak menyerahkan buku, catatan, dan/ 

atau dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 

Rp 25.000.000,00 dua puluh lima juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah)”. 

Rumusan pasal 39 ayat (2) Undang–Undang 

Cukai yang menyatakan: “Setiap orang yang 

menyebabkan pejabat bea dan Cukai tidak dapat 

menjalankan kewenangan audit Cukai dikenai 

sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 

75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”. Selan- 

jutnya Rumusan pasal 16 ayat (4) Undang–Undang 

Cukai yang menyatakan: “Pengusaha pabrik, 

pengusaha tempat penyimpanan, importir Barang 

Kena Cukai, atau penyalur yang wajib memiliki 

izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan se- 

bagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah)”. 

Rumusan pasal 16 ayat (5) Undang–Undang 

Cukai yang menyatakan: “Pengusaha pabrik skala 

kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, 

dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib 

memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Rumusan pasal 

16 B Undang–Undang Cukai yang menyatakan: 

“bahwa Pengusaha pabrik, pengusaha tempat 

penyimpanan, importir Barang Kena Cukai, atau 

penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16A dikenai sanksi administrasi berupa 

denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta 

rupiah)”. 

Hal yang membedakan dan memberatkan 

dalam rumusan pasal 53 Undang–Undang Cukai 

adalah pada rumusan kalimat yang palsu atau 

dipalsukan. Sepintas membaca rumusan pasal ini, 

maka dapat dimengerti bahwa perbuatan ini layak 

untuk dipidana. Akan tetapi manakala dilakukan 

telaah dan analisa mendalam dengan memban- 

dingkannya dengan rumusan pasal 36 ayat (2) 

Undang–Undang Cukai, pasal 39 ayat (2) Undang– 

Undang Cukai, pasal 16 ayat (4) Undang–Undang 

Cukai, pasal 16 ayat (5) Undang–Undang Cukai, 

dan pasal 16B Undang–Undang Cukai, maka nam- 

pak bahwa mengaktegorikan rumusan pasal 53 se- 

bagai tindak pidana kurang tepat karena menurut 

penulis, manakala perbuatan tidak melakukan pen- 

catatan, tidak menyelenggarakan pembukuan, 

tidak menyimpan dokumen, tidak menyimpan 

laporan keuangan, tidak menyediakan tenaga atau 

peralatan atau tidak menyerahkan buku, catatan, 

dan/atau dokumen pada waktu dilakukan peme- 

riksaan, atau menyebabkan pejabat bea dan Cukai 

tidak dapat menjalankan kewenangan audit Cukai 

hanya dikenakan sanksi administrasi. 
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Maka menjadi tidak adil manakala orang 

yang memperlihatkan atau menyerahkan buku, 

catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimak- 

sud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang–Undang Cukai 

atau laporan keuangan, buku, catatan dan doku- 

men yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan 

dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha, termasuk data elektronik serta surat yang 

berkaitan dengan kegiatan di bidang Cukai sebagai- 

mana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) Undang– 

Undang Cukai yang palsu atau dipalsukan harus 

dipidanakan. Hal ini dapat membentuk opini 

umum bahwa adalah lebih baik tidak membuat 

sama sekali dari pada membuat tetapi dengan cara 

memalsukan. 

Masalah sentral kebijakan kriminal dalam 

menggunakan hukum pidana ialah masalah penen- 

tuan tentang perbuatan apa yang seharusnya dija- 

dikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya 

digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar 

(Arief, 1994). Dalam kaitannya dengan hal ter- 

sebut, Undang–Undang Cukai telah menempatkan 

sanksi pidana sebagai sanksi yang digunakan untuk 

memberikan tekanan bagi kepatuhan wajib Cukai, 

namun perlu dibuat suatu parameter yang menjadi 

pedoman dalam penerapannya. Dalam kaitannya 

dengan semangat menjadikan hukum pidana 

sebagai ultimum remidium, maka perlu dicantum- 

kan rumusan yang memiliki semangat untuk mele- 

takkan hukum pidana sebagai langkah terakhir. 

Dalam pemikiran penulis, suatu perbuatan 

yang dapat dipidana harus memenuhi criteria; (1) 

Rumusannya tegas dan jelas sebagai pelanggaran 

agar mudah dipahami dan mengandung satu inter- 

pretasi agar tidak terjadi salah penerapan hukum 

atau perdebatan yang tidak perlu, (2) Menimbul- 

kan kerugian Negara, dan (3) Perbuatan yang ber- 

ulang untuk memberikan parameter yang tegas 

mengenai kapan suatu perbuatan itu dapat dipi- 

dana. Perbuatan yang berulang juga mengandung 

makna bahwa pendekatan hukum lainnya tidak 

memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga perlu 

pendekatan yang lebih tegas yaitu melalui pidana 

(ultimum remidium), atau (4) Kerugian yang ditim- 

bulkan tidak dapat diperbaiki, agar tidak memun- 
culkan suatu kondisi dimana seorang pelanggar 
tidak mendapatkan sanksi atas kesalahan yang te- 

lah dilakukannya. 

Undang–Undang Cukai sebagai hukum 

administrasi Negara yang secara fungsi menjadi 

alat Negara untuk menjalankan kebijakan di bi- 

dang fiskal, pada kenyataannya tidak selalu sejal- 

an dengan tujuan penegakan hukumnya. Meskipun 

dalam Undang–Undang Cukai mengisyaratkan 

tentang fungsi perlindungan masyakarat, tetapi 

pada kenyataannya fungsi yang paling menonjol 

adalah fungsi penerimaan. Penegakan hukum yang 

dilakukan adalah bagaimana memastikan kepatuh- 

an masyarakat dalam melakukan kewajiban Cukai- 

nya dan memastikan terpenuhinya penerimaan 

Negara dari sektor Cukai. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, 

maka dapat dibuat rumusan tentang apa sesung- 

guhnya tujuan dari penegakan hukum dan pengena- 

an sanksi dalam Undang–Undang Cukai yaitu 

bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran de- 

ngan mengenakan sanksi yang berat, dan mem- 

perbaiki kerugian yang telah ditimbulkan melalui 

pengenaan denda yang berlapis. Tetapi dalam 

kenyataannya, seringkali terjadi pengulangan per- 

buatan dan kegagalan dalam merestorasi kerugian 

Negara. Hal ini menurut penulis terjadi oleh karena 

sarana yang digunakan dalam penegakan hukum, 

dalam hal ini sanksi pidananya tidak efektif. 

Setelah memperhatikan penjelasan terkait 

kriteria–kriteria diatas, maka dapat dibuat rumus- 

an pasal yang dijiwai oleh kriteria–kriteria tersebut 

yang dapat memberikan kejelasan dan ketepatan 

dalam penerapannya. Sebagai contoh pasal 50 dan 

pasal 14 ayat (7) Undang–Undang Cukai digabung- 

kan dalam satu pasal dengan rumusan sebagai be- 

rikut: Setiap orang yang tanpa ijin menjalankan ke- 

giatan sebagai: Pengusaha pabrik; Pengusaha tem- 

pat penyimpanan; Penyalur; Tempat penjual eceran; 

atau Importir. 
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Barang Kena Cukai, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 

2 (dua) kali dan paling banyak 10 (sepuluh) kali 

nilai Cukai yang seharusya dibayar. Pelanggaran 

sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) yang dila- 

kukan untuk pertama kalinya dikenakan sanksi 

administrasi sebesar 2 (dua) kali nilai Cukai yang 

seharusnya dibayar. Apabila sanksi administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak di- 

lunasi setelah lewat waktu yang ditentukan, maka 

atas pelanggaran tersebut dipidana sebagaimana 

dimaksud didalam ayat (1). 

Sebagai salah satu bentuk hukum pidana 

administrasi, Undang–Undang Cukai menjadikan 

pidana sebagai cara untuk memaksakan kepatuhan 

bagi masyarakat wajib Cukai untuk melakukan 

kewajiban secara benar. Oleh karena kejahatan di 

bidang Cukai adalah kejahatan ekonomi yang 

selalu bermotif ekonomi atau bermotif mencari ke- 

untungan (profit oriented). Maka senada dengan ahli 

ekonomi Gary Becker, pendekatan ekonomi men- 

jadi suatu cara yang sangat baik dalam melakukan 

pencegahan maupun sebagai upaya untuk mem- 

berikan sanksi yang tepat. Menurut Gary Becker, 

pelaku kejahatan adalah orang–orang yang rasional 

yang selalu melakukan analisis tentang biaya dan 

keuntungan dalam menentukan apakah mereka 

akan melakukan atau tidak melakukan suatu keja- 

hatan. Apabila biaya yang timbul lebih kecil di- 

bandingkan dengan keuntungan atau resiko yang 

mungkin mereka hadapi, maka mereka akan mela- 

kukan pelanggaran atau kejahatan tersebut. 

Hal ini juga senada dengan upaya untuk 

menerapkan suatu bentuk penegakan hukum yang 

berorientasi pada bagaimana mewujudkan ke- 

adilan restoratif. Perpaduan antara teori keadilan 

restoratif dan teori Social Cost merupakan jawaban 

yang tepat bagi penegakan hukum di bidang 

Cukai. Dengan pendekatan keadilan restoratif, ke- 

rugian Negara yang timbul dapat dipulihkan, se- 

dangkan teori Social cost memberikan tekanan bagi 

pelanggar untuk mengurungkan niat dalam mela- 

kukan pelanggaran, karena biaya atau resiko yang 

mungkin timbul akan lebih besar dari keuntungan 

yang mungkin diperoleh. 

Sejauh ini Undang-Undang Cukai belum me- 

nerapkan asas ultimum remidium dalam penegakan 

hukum pidana di bidang Cukai. Sanksi pidana 

seolah-olah menjadi premium remidium. Berbeda 

dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 

Tentang Lingkungan Hidup pasal 100 ayat (1) yang 

mengatur bahwa hanya jika sanksi administrasi 

yang dikenakan tidak diselesaikan oleh pihak yang 

melanggar, maka dianggap sebagai tindak pidana. 

Demikian juga dalam Undang–Undang nomor 

16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata 

Cara Perpajakan pasal 13A dan pasal 38 yang 

mengatur bahwa suatu tindak pidana tidak dapat 

di pidana bilamana merupakan perbuatan yang 

dilakukan pertama kali. Disamping itu dalam 

ordonansi Cukai Gula Stbl. 1933 No. 351 terakhir 

disahkan sebagai  Undang–Undang  1958  No.  76 

(LN 1958 N0. 135) pasal 83 menyatakan bahwa: 

“untuk menghindari tuntutan pengadilan bagi 

semua tindak pidana dalam ordonansi ini, selama 

tidak dianggap sebagai kejahatan, maka Menteri 

Keuangan dapat berdamai atau menyuruh 

berdamai”.Dalam ordonansi Cukai BIR 1931Stbl. 

1931 No. 488 dan 489, diubah dengan ordonansi 

dalam Stbl. 1935 No. 502 pasal 30 menyatakan 

bahwa: “Menteri Keuangan dapat berdamai atau 

menyuruh berdamai untuk mencegah penuntutan 

di muka hakim mengenai semua pelanggaran”. 

Pelanggaran dalam ordonansi–ordonansi 

Cukai sepanjang tindak pidana tersebut bukan 

merupakan kejahatan dapat diselesaikan secara 

berdamai (Schikking) diluar sidang pengadilan 

(Soeparyono, 1992). Denda damai ini memberikan 

penegasan bahwa tujuan penegakan hukum di- 

bidang Cukai adalah untuk mengumpulkan pene- 

rimaan Negara atau singkatnya untuk merestorasi 

kerugian Negara. Apabila langkah penyelesaian ini 

tidak dimungkinkan atau denda yang disepakati 
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tidak terbayar, kemudian ketentuan pidana dite- 

rapkan. 

Dalam Undang–Undang Cukai, diatur ten- 

tang upaya penyelesaian diluar pengadilan lewat 

mekanisme penghentian penyidikan oleh Jaksa 

Agung atas permintaan Menteri Keuangan. Perbe- 

daan yang paling mencolok adalah bahwa ada per- 

geseran kewenangan yang semula menjadi kewe- 

nangan Menteri Keuangan, menjadi kewenangan 

Jaksa Agung. Catatan kritisnya adalah bahwa seba- 

gai penuntut, tidak semestinya kewenangan meng- 

hentikan penyidikan berada pada Jaksa Agung, 

tetapi seharusnya kewenangan itu berada pada 

penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jen- 

deral Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan 

untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana 

di bidang Cukai. 

Dalam sistem peradilan pidana, penuntut 

umum (Jaksa) memiliki kewenangan untuk menen- 

tukan apakah suatu perkara hasil penyidikan sudah 

lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke peng- 

adilan untuk diadili. Jika menurut pertimbangan 

penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti 

atau bukan merupakan suatu delik, maka penuntut 

umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu 

(Anwar, 2011). Ketetapan yang dimaksud adalah 

ketetapan mengenai penghentian penuntutan, 

bukan penghentian penyidikan. 

Berdasarkan telaah dengan membandingkan 

antara ketentuan–ketentuan, memperhatikan prak- 

tik nyata yang dilakukan (best practice), penulis 

menganalisa bahwa rumusan pasal 64 Undang– 

Undang Cukai, penulis menyarankan bahwa di- 

masa yang akan datang perlu dilakukan perubahan 

rumusan pasal tersebut sebagai berikut: 

Kepentingan penerimaan Negara, atas per- 

mintaan menteri, Jaksa Agung dapat menghenti- 

kan penuntutan tindak pidana dibidang Cukai; 

Penghentian penuntutan tindak pidana di bidang 

Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya 

dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi 

Cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar ditam- 

bah dengan sanksi administrasi berupa denda se- 

besar empat kali nilai Cukai yang tidak dan/atau 

kurang dibayar, atau Untuk kepentingan penerima- 

an Negara, atas permintaan menteri, Penyidik da- 

pat menghentikan penyidikan tindak pidana di- 

bidang Cukai. Penghentian penyidikan tindak pi- 

dana di bidang Cukai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), hanya dilakukan setelah yang bersang- 

kutan melunasi Cukai yang tidak dan/atau kurang 

dibayar ditambah dengan sanksi administrasi beru- 

pa denda sebesar empat kali nilai Cukai yang tidak 

dan/atau kurang dibayar. Penyidik memberitahu- 

kan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau 

keluarganya. 

 
4. Simpulan 

Melalui penelitian dan pembahasan yang te- 

lah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penentuan suatu pelanggaran untuk dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi 

atau tindak pidana tidak lepas dari legalitas dari 

subyek hukum yaitu pengusaha BKC (barang kena 

cukai) maupun obyek hukum yaitu BKC (barang 

kena cukai) dan Pita Cukai. Bilamana salah satu 

dari subyek hukum atau obyek hukum bersifat ilegal, 

maka pelanggaran yang dilakukannya tersebut 

adalah suatu bentuk tindak pidana. Disamping 

sifat dari subyek hukum atau obyek hukumnya, 

suatu perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan 

Undang–Undang Cukai apabila memenuhi kriteria 

antara lain dirumuskan secara tegas dan jelas se- 

bagai pelanggaran, secara nyata menimbulkan ke- 

rugian Negara, dan merupakan perbuatan yang 

berulang, atau kerugian Negara yang ditimbulkan 

tidak dapat diperbaiki. 
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